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PUTUSAN
Nomor344/Pdt.G/2016/PASgm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama  Sungguminasa yang  memeriksa dan  mengadili

perkara-perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkanputusan

atas perkara cerai gugat yang diajukanoleh:

Penggugat,   umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

pekerjaan Wiraswasta  (perias  pengantin), tempat

kediaman di, Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat;

me/a wan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir tidak  ada,

pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kampung

Talakue,   Desa   Gentungan,   Kecamatan  Bajeng

Barat, KabupatenGowa, sebagaiTergugat;

PengadilanAgama tersebut;

Telah mempelajariberkas perkara;

Telah mendengarketeranganPenggugatdan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah  mengajukan surat gugatannya

tertanggal 19 April 2016 yang terdaftar pada

KepaniteraanPengadilanAgama  Sungguminasa dalam   register   dengan

Nomor   344/Pdt.G/2016/PA  Sgm.,  tanggal 19 April 2016, dengan

mengemukakandalil-dalilsebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah,

yang menikah pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 1979 M

bertepatan  dengan tanggal 16 Zulhijjah 1319 H sebagaimanayang

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

di bawah register  sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor :

323/50/1979;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memilih

tempat  kediaman bersama di  rumah  milik  Penggugat di  Kampung
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Timpoppo   Kabupaten   Gowa   sampai   sekarang,   namun   sejak   tanggal

12 Pebruari 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;

3.     Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

3 (tiga) orang anak yang masing-masing bemama :

-    Hj. Hasmila

-    Risma

-    Lisa

Saat  ini  ketiga  anak  tersebut  telah  dewasa  dan  masing-masing  sudah

menikah.

4.   Bahwa  pada  awal  pemikahan,  kehidupan  rumah tangga  Penggugat  dan

Tergugat dijalani dengan harmonis, namun keharmonisan ini  kemudian

terganggu karena sekitar bulan Desember  2015 antara Penggugat dan

Tergugat   timbul  perselisihan   dan  pertengkaran  yang  disebabkan   oleh

karena:

- Tergugat  mulai bertindak  kasar dan selalu  menghina  Penggugat yang 

telah cacat setelah kaki Penggugat diamputasi karena penyakit diabetes;

-   Tergugat selalu melarang Penggugat beribadah (shalat);

-   Tergugat selalu meminta dan memaksa Penggugat melakukan oral sex

dan jika Penggugat menolak  melakukannya maka Tergugat marah;

-   Pada tanggal  12 Pebruari 2016 Tergugat  tiba-tiba  pergi meninggalkan

Penggugat tanpa izin dan alasan yang sah;

5. Bahwa   sebenamya    Penggugat   dapat   menerima    keadaan   Tergugat

sekalipun tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, namun karena

tindakan  kasar dan seringnya Tergugat  menghina  Penggugat yang cacat

dan  selalu  mengancam  akan  melempar  Penggugat  keluar  rumah  serta

telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 12 Pebruari 2016 hingga saat

ini,  maka  Penggugat  sudah  tidak  bisa  lagi  mempertahankan   keutuhan

rumah tangganya dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

6.   Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mendamaikan dan

keluarga  Penggugat  malah  menyarankan  agar  Penggugat  dan  Tergugat 

bercerai;
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7. Bahwa alasan Penggugat yang mendasari gugatan cerainya tersebut diatas

sudah  bersesuaian  dengan  alasan  perceraian  sebagaimana  yang  diatur

dalam Pasal 116 Kompilasi hukum Islam (KHI) ;

8.    Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum

Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  mengabulkan  gugatan

cerai Penggugat terhadap  Tergugat  dengan  menjatuhkan  talak satu ba'in

shughraa Tergugat  Kuling bin Baso Sila terhadap  Penggugat  Dahlia binti

Coke;

9. Bahwa  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  memerintahkan

Panitera Pengadilan  Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan

putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Berdasarkan  alasan  tersebut  di  atas,    Penggugat  memohon   kepada

Ketua  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  cq Majelis  Hakim yang  memeriksa

dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1.     Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughraa  Tergugat  Kuling  bin  Baso  Sila

terhadap Penggugat  Dahlia binti Coke;

3.   Memerintahkan   Panitera   Pengadilan   Agama   Sungguminasa   untuk

mengirimkan  salinan  putusan  ini kepada  Pegawai Pencatat  Nikah tempat

kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

4.   Membebankan    biaya   perkara   sesuai   dengan   peraturan   perundang•

undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa,   pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir  di

persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang

lain  untuk datang  menghadap  di  persidangan,  meskipun  berdasarkan  relaas

panggilan Nomor 344/Pdt.G/2016/PA  Sgm.,   tanggal 28 April 2016 dan tanggal

16  Mei  2016  bahwa  Tergugat   telah  dipanggil   oleh  Juru  Sita   Pengganti

Pengadilan Agama Sungguminasa dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata

ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;
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Bahwa,  Majelis  tidak  dapat  mengupayakan  mediasi,  karena  Tergugat

tidak   hadir   di   persidangan,   meskipun   demikian   Majelis   tetap   berusaha

menasihati   Penggugat   agar   mengurungkan   kehendaknya   untuk   bercerai

dengan  Tergugat  tetapi  Penggugat  tetap  pada  pendiriannya  untuk  bercerai

dengan Tergugat;

Bahwa,  pemeriksaan  perkara  ini didahului  dengan  membacakan  surat

gugatan   Penggugat,   yang   isi  dan   maksudnya   tetap   dipertahankan   oleh

Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan  dalil-dalil gugatannya,  Penggugat telah

mengajukan  alat  bukti  tertulis  berupa  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

323/50/1979,   tertanggal   30   Nopember   1979,   yang   dikeluarkan   Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  KUA  Kecamatan  Bajeng,  Kabupaten

Gowa.  Alat  bukti yang  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  cocok  dan

telah  bermeterai secukupnya,  serta diberi stempel  pos, kemudian oleh  Ketua

Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti  tertulis tersebut, Penggugat juga telah

memperhadapkan  saksi-saksi yakni H.  Muhammad Dg. Taba bin Rahman dan

Haniah  binti  Joke,  dimana  saksi-saksi  tersebut  memberikan  keterangan  di

bawah   sumpah   yang   selengkapnya   telah   termuat   dalam   berita   acara

persidangan perkara ini;

Bahwa,  selanjutnya  Penggugat  menerangkan  tidak  akan  menambah

bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan  yang pada

pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon

putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini  ditunjuk hal-hal

sebagaimana  termuat  dalam  berita  acara  persidangan  perkara  ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimanaterurai di atas;

Menimbang,  bahwa  dari   posita  gugatan  Penggugat  telah  jelas

menunjukkan sengketa perkawinan dan  dengan didasarkan kepada dalil

Penggugat sendiri tentang domisili Penggugatyang berada di wilayah
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hukum
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Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan

Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan  Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 7

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

maka  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  berwenang  menerima,  memeriksa, 

mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang,     bahwa   berdasarkan   Pasal   154   RBg   dan   Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1     Tahun    2016  tentang  Mediasi  dalam  perkara

perdata harus dilakukan  Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini

tidak  pernah  hadir  sehingga  proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan,  akan

tetapi  Majelis Hakim tetap berusaha  memberikan  nasehat kepada  Penggugat

agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang,   bahwa  dari  posita  gugatan  Penggugat,  majelis  menilai

bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah

tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus

menerus yang sulit untuk dirukunkan  lagi dan alasan tersebut  sesuai dengan

ketentuan  Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

karenanya   secara   formal   gugatan   Penggugat   patut   diterima   dan

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari  posita gugatan Penggugat, majelis menilai

bahwa  yang  menjadi  sebab  perselisihan dalam  rumah  tangga  antara

Penggugatdengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat bertindak

kasar  dan selalu menghina Penggugat yang telah cacat setelah kaki

Penggugat diamputasi karena penyakit diabetes, Tergugat selalu melarang

Penggugat  beribadah (shalat),   Tergugat selalu meminta  dan memaksa

Penggugat  melakukan oral   seks   dan   jika   Penggugat menolak

melakukannya, maka Tergugat marah dan pada tanggal 12 Februari 2016

Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan alasan

yang sah, sehingga akibat perbuatan Tergugat tersebut antara Penggugat

dengan Tergugat telah pisah  tempat tinggal selama 4 bulan, yang

meninggalkantempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkandalil-dalil Penggugat tersebut di atas,

maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idperselisihan   dan   pertengkaran   dalam   rumah   tangga   Penggugat   dengan

Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat

tersebut  tidak ternyata  disebabkan  oleh suatu  halangan  yang  sah,  sehingga

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat

beralasan dan berdasar hukum, maka  gugatan Penggugat dapat dikabulkan

dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  meskipun  gugatan   Penggugat  dapat  dikabulkan

dengan   verstek,   akan   tetapi   oleh   karena   perkara   ini   berkaitan   dengan

perceraian  yang  memiliki  aspek  Jex  specialis  dan dengan mengingat azas

mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum

Undang-UndangNomor 1  Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk 
menghindari

kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan

tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan,sebagaimana diatur

dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-UndangNomor 1   Tahun 1974 jo

Pasal 22 ayat 2  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal

76 ayat 1

Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,  maka kepada Penggugat 

tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai 

ketentuanPasal283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah

suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap

dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi

Kutipan Akta   Nikah   Nomor   323/50/1979, tertanggal   30   Nopember

1979,   yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

KUA Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang telah  sesuai dengan

aslinya serta telah  bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah

memenuhi syarat formil  suatu   akta   autentik,   dan   dalam   bukti   P

tersebut   menerangkan bahwa  Penggugatdengan Tergugat telah

melangsungkanakad nikah pada tanggal 06

Nopember 1979, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi
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syarat formil dan materil akta autentik,maka bukti P tersebut bersifat 

sempurna
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dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan

terbukti   Penggugat   dan  Tergugat   adalah   suami   istri  yang  terikat   dalam

perkawinan yang sah;

Menimbang,    bahwa  berdasarkan  keterangan  di  bawah  sumpah  dari

saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat  disimpulkan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi H.  Muhammad  Dg. Taba bin Rahman dan saksi Haniah binti

Joke mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah  tangga

Penggugat  dan Tergugat  yang  disebabkan  Tergugat  bertindak  kasar dan

selalu menghina Penggugat yang telah cacat  setelah kaki  Penggugat

diamputasi  karena penyakit diabetes, Tergugat selalu melarang Penggugat

beribadah  (shalat) dan Tergugat selalu meminta dan memaksa  Penggugat

melakukan oral seks dan  jika Penggugat menolak melakukannya, maka

Tergugat marah;

- Bahwa  kedua  saksi  tersebut   mengetahui   akibat  dari  perselisihan   dan

pertengkaran Penggugat dan  Tergugat tersebut antara Penggugat dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;

- Bahwa kedua saksi telah berusaha merukunkan  Penggugat dan Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,   bahwa   saksi-saksi   Penggugat   yang   diajukan   oleh

Penggugat  tersebut  dinilai  telah  memenuhi  syarat  formil,  dan  kesaksiannya

dinilai  telah  saling  bersesuaian   satu  sama  lain  dan  mendukung  dalil-dalil

gugatan   Penggugat,   sehingga  telah  memenuhi   syarat  materil,  karena  itu

alasan-alasan   Penggugat   sepanjang   yang   berkaitan   dengan   alasan

perceraiannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang,  bahwa dari  pertimbangan  terhadap  bukti-bukti  tersebut  di

atas,  maka  fakta-fakta  yang  ditemukan  dalam  persidangan  adalah  sebagai

berikut:

-    Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bertindak kasar

dan selalu menghina  Penggugat yang telah cacat setelah kaki Penggugat
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diamputasi karena penyakit  diabetes, Tergugat selalu  melarang Penggugat

beribadah (shalat) dan Tergugat selalu meminta dan memaksa  Penggugat

melakukan oral seks dan  jika Penggugat menolak melakukannya, maka

Tergugat marah;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran  Penggugat dan Tergugat

tersebut  adalah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal selama 4 bulan;

- Bahwa  upaya  kedua  saksi  untuk  merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat,

temyata tidak berhasil;

Menimbang,    bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di   atas,   maka

dalam perkara ini setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi substansi penting,

yaitu pertama, ada dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat  dan Tergugat,  yang  kedua  yaitu  penyebab  dari  perselisihan  dan

pertengkaran tersebut karena Tergugat, ketiga yaitu antara Penggugat  dan

Tergugat  telah  hidup  berpisah  dan  atau  tidak  berada  dalam  satu  tempat

kediaman bersama yang sudah berlangsung 4 bulan dan  tidak saling

menghiraukan lagi;

Menimbang,   bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan

adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan

rumah tangga  Penggugat  dan Tergugat,   keadaan  dan  kondisi tersebut  telah

tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan

berpisahnya  tempat  tinggal  atau  tidak  berkumpulnya  suami  istri dalam  satu

kediaman bersama;

Menimbang,  bahwa di dalam  Pasal 1    Undang-Undang  Nomor  1    tahun

197 4  disebutkan  "Perkawinan   ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang

Maha Esa";

Menimbang,  bahwa  apa yang  dikehendaki  oleh  pasal tersebut  adalah

suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang

sangat   urgen   bagi  pembentukan   rumah  tangga   untuk   kebahagiaan.   Hal

tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat

ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;
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Menimbang,  bahwa fakta yang terjadi dalam  rumah tangga  Penggugat

dan  Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan,   yang disebabkan

Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berpisahnya  tempat  kediaman  antara  Penggugat

dan Tergugat yang telah berlangsung selama 4 bulan telah pula menunjukkan

keutuhan  rumah  tangga  telah  pecah  (marriage  breakdown),  hal  ini  berarti

antara Penggugat dan  Tergugat tidak lagi  memiliki unsur-unsur yang saling

tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa

memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang,  bahwa  di dalam  Pasal  19 huruf  f  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 tahun  1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi  Hukum Islam dijelaskan:

"Perceraian  dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangga";

Menimbang,  bahwa fakta yang terjadi dalam  rumah tangga  Penggugat

dan  Tergugat    telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran.

Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Penggugat  dan

Tergugat, ataupun tidak terpenuhinya  hak dan kewajiban masing-masing salah

satu pihak sebagai suami istri, hal mana Tergugat, maka hal itulah yang dinilai

telah  menjadi  pemicu  terjadinya  disharmonisasi  atau  ketidakrukunan  dalam

rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,   bahwa   usaha Majelis   Hakim dalam   rangka   untuk

menyatukan kembali rumah  tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak

mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka  dengan kenyataan ini,

Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan  keutuhan rumah tangganya

dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan

(ekspektasi)  bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat)  akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan

Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang  telah

berlangsung  selama 4 bulan, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan

Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami

istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana
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keduanya  ditimpa  masalah  rumah  tangga  hingga  tidak  saling  menghiraukan

lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina

rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum

yang terkandung  dalam Putusan Mahkamah Agung  RI Nomor 237 K/AG/1998

tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim

dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah

bahwa berselisih,  cekcok,  hidup berpisah, tidak dalam satu tempat  kediaman

bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama

dengan  pihak lain, hal itu adalah  merupakan  fakta  hukum yang cukup  untuk

alasan  dalam  suatu  perceraian  sesuai  dengan  maksud  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan  Pemerintah  Nomor 9 Tahun  1975 jo  Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang,   bahwa   suatu   alasan   perceraian   adalah   semata-mata

ditujukan  pada eksistensi  atau wujud  dan  keberadaan  perkawinan  itu sendiri

tanpa  mempersoalkan  siapa  yang  salah  dan  atau  siapa  yang  menciptakan

sebab dalam hal terjadinya  perselisihan  dan pertengkaran,  tetapi akibat yang

ditimbulkan   dan  telah  mengancam   keutuhan  dan  keberadaan   perkawinan

menjadi  panting  untuk diperhatikan,  dan  oleh karena  pernikahan  itu menurut

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan ghaliidzan" perjanjian yang

kuat   dan   suci,   yang   untuk   memutuskannya   tidak   boleh   diukur   dengan

kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah

tiada  dan  ikatan  fisik  telah  "pecah"  ini  berarti  hati  kedua  belah  pihak  telah

pecah, dengan demikian terpenuhilah  isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  tersebut di

atas, maka  telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk

mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat

tidak  pernah  terjadi  perceraian  sebelumnya,   maka  berdasarkan   ketentuan

Pasal  119 ayat 2 huruf  (c) Kompilasi  Hukum  Islam sehingga  tuntutan  pokok

.-                 Penggugat  yang  memohon  agar  perkawinannya  dijatuhkan  talak  satu  bain

shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

meskipun  telah  dipanggil  dengan  sepatutnya,  dan gugatan  Penggugat  dinilai

soc 10tfari12 <Putusan:Nomor 344/Ptft.q/2016/PJ1.S9m
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telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan  ketentuan Pasal 149

ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  tuntutan  Penggugat  pada

petitum  poin  3  yang  memohon  agar  salinan  putusan  disampaikan  kepada

Pegawai   Pencatat   Nikah  di  tempat   pernikahan   Penggugat   dan  Tergugat

dilangsungkan,    maka   demi   untuk   kepentingan    hukum   telah   terjadinya

perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari putusan ini, sehingga

tuntutan  Penggugat  tersebut  patut  dikabulkan,  dan  oleh  karena  itu  Majelis

Hakim  memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama  Sungguminasa

untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

mewilayahi tempat  perkawinan  Penggugat dan Tergugat  dilangsungkan  untuk

dicatat dalam daftar yang disediakan  untuk itu, hal ini berdasarkan  ketentuan

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1  dan

2) Undang-Undang  Nemer 7 Tahun  1989 yang telah diubah dengan  Undang• 

Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nemer 50

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan, 

maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nemer  7

Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nemer  50

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan 

kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1.   Menyatakan   Tergugat   telah   dipanggil   secara   resmi   dan   patut   untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2.   Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3.  Menjatuhkan   talak  satu  bain  shugra  Tergugat   (Kuling   bin  Base  Sila)

terhadap Penggugat (Dahlia binti Coke);

4.  Memerintahkan    Panitera   Pengadilan   Agama   Sungguminasa   untuk

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan  hukum tetap kepada

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan Agama  yang  mewilayahi  tempat

Jfa! 11tfari12 <Putusan J{omor   344~tft.q/2016/<P.fSt.gm
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.::

kediaman  dan  tempat  perkawinan  Penggugat dan Tergugat  untuk dicatat 

dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah   Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Sungguminasa  pada  hari  Rabu tanggal  25  Mei 2016  M., bertepatan

dengan tanggal 18 Syaban 1437 H., oleh: Dr. St. Zulaiha  Digdayanti  Hasmar,

S.Ag.,  M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin   Bahrum,  S.HI., M.HI.

dan Uten Tahir,  S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

mana yang  diucapkan  dalam sidang terbuka  untuk umum pada hari itu juga

oleh  Ketua  Majelis dengan  didampingi  oleh  Hakim-Hakim  Anggota  tersebut,

dengan dibantu  oleh Ora. I  Damri  sebagai  Panitera  Pengganti, serta dihadiri

pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. St. Zulaiha  Digdayanti  Hasmar, S.Ag., M.Ag

Perincian  bia'{.a 11.erkara:

1.   Pendaftaran   Rp  30.000,00

2.  ATK                Rp  50.000,00

3.  Panggilan      Rp 345.000,00

4.  Redaksi         Rp    5.000,00

5.  Meterai

Jumlah

Rp    6.000.00

Rp 436.000,00  (empat ratus  tiga puluh  enam ribu   rupiah)

J{a[  12d'ari12   <Putusan!Nomor 344/<Ptft.<j/2016/Pfl  Sgm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


